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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pcmbentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupai, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

c. ba.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di linglrungan 
Pcmerintah Kabupaten Kaur. 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan 
kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara diperlukan kornitmen bagi Penyelenggara Negara 
di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 
menjelaskan Penyelenggara Negara wajib 
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan 
kembali sebagai Penyelenggara Negara telah berakhir 
Masa Jabatan atau Pensiun, atau berakhir Masa 
Jabatan atau Pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

BUPATI KAUR, 

DERGAII RAIDIAT TUIIAlf YAIIG IIAHA E8A 

Mengingat 

Menimbang 

LAPORAII BARTA KBKAYAAII PEJIYELEIIGGARA IIEGARA 
DI LDIGKUJIGAII 

PEIIERI1'TAB KABUPATEII KAUR 

TEIITAIIG 

PERATURA.11 BUPATI KAUR 
IIOIIOR: 03 TAHUII ~024 

BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformaai Birokrali Nomor 20 Tahun 2012 tcntang 
Pedoman Umum dari Birokrali Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona lntqnta 
Menltju Wilayah Bebaa dari Korupai (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 
2017 tcntang Manajemcn Pcgawai Ncgen S1pil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6118); 

7 Peraturan Pcmenntah Nomor 71 Tahun 2000 tctang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Scrta Maayara.kat dan 
Pcmberian dan Pcnghargaan dalam pcnccgahan d n 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, 
Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
3995); 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Dacrah adalah Ka bu paten Kaur. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kaur 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur 
4. Organisasi Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

perangkat Daerah pada Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Kaur. 
5. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut SUMO adalah 

Sadan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur baik yang 
berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah 
Lcmbaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi 
Eksekutif Lcgislatif atau yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada 
Pemerintah Kabupaten Kaur. 

8. Aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemeritah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
Pemerintah Kabupaten Kaur. 

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut 
LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyclcnggara Negara 
yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan olch Mcnteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi. 

smETAIIIAT '9IIIIWIUIINIIIU 
IAGIAI NUUI 

Pual 1 

BABI 
KBTERTUAR UIIUII 

IIEIIUTUSKAJII : 

PERATURAK BUPATI TERTARG LAPORAII BARTA 
KEKAY AA1' PEIIYELERGGARA REGARA DI 
LIRGKURGAR PEIIERilfTAH KABUPATER KAUR. 

Menet.apkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 100 Tahun 
2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker.JD 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. 

11. Pcraturan Komis! Pernberantasan Korupsi Rcpubhk 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cora 
Pendaftaran, Pcngumuman dan Pcmenksaan Barta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985 ) 
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(2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila 
disampaikan langsung kepada KPK melalui email, maka bukti ringkasan 
ha.rta kekayaan, Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) dan surat Kuasa 
Bank Keuangan bermaterai 10000 ditanda tangan basah serta foto copy 
kepemilikan ha.rta pada lembaga SKB (surat berharga, asuransi, buku 
tabungan) wajib disampaikan kepada sekretariat Tim Pcngelola LHKPN: 

Pual4 

(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan 
langsung kepada KPK melalui website www.Kpk.Go.id/layanan publik/ 
lhkpn/formulir-lhkpn atau email lhkpn@KPK.go.id; 

(1) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan 
LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), adalah: 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Ketua DPRD dan Anggota; 
d. Pejabat Eselon II dan III 
e. Kepala Kantor, Satuan, Dircktur; 
f. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah; 
g. Kepala ULP dan Anggota; 
h. Kepala Koordinator LPSE dan Anggota; 
i. Dircksi Komisaris dan Pejabat Struktural lainya pada BUMD; 
j. Kepala Desa se Kabupaten Kaur 

Pual3 

BA.Bill 
LAPORAII HART.A. KEKAYAAII PEIIYELBlfOGARA lfBGARA 

( l} Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mcmberikan kepastlan 
terhadap penyclenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang waJab 
menyarnpaikan LHKPN serta tata cara mekanismc penyampaian 
LHKPN. 

(2) Pcraturan Bupati 101 bertujuan untuk Mcwujudkan Pcjabat 
Pcnyclenggara Negara den Aparatur Sipil Negara yang mentaati aaas 
asas umum pcnyclenggaraan negara yang bersih dan bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne serta pcrbuatan tcrcela lainnya. 

BAB II 
11.A.KSUD DA.II TUJUAJII 

' 

(3) Apabila belum mcnyampaikan bukti dimaksud pada ayat (2) kcpada 
panitia LHKPN maka yang bersangkutan belum dianggap 

~~~iwwooi•ii\paikan laporan LHKPN kcpada KPK. 
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c. Anggota 
1. lnspektur Daerah Kabupaten Kaur; 
2. Kepala Sadan Kepegawaian Daerah dan Pcngembangan Surnber 

Daya Manusia Kabupaten Kaur; 
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekrctariat Daerah 

Kabupaten Kaur; 
4. Kepala Bagian Hukurn Sekrctariat Daerah Kabupaten Kaur; 
5. Inspektur Pembantu Wilayah 1 dan 11 pada lnspektorat 

Kabupaten Kaur; 
6. Sekrctaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah 

dan Pcngembangan Sumber Daya Manusia Kabupatcn Kaur; 
d. Sekretariat 

1. Sekrctaris : Sekrctaris Inspektorat Kabupatcn Kaur 
2. Wakil sekretaris : Inspcktur Pcmbantu wilayah III pada 

Inspektorat Kabupaten Kaur 
3. Administrator aplikasi LHKPN 
4. User Aplikasi LHKPN dan 
5. Staf Opcrasional. 

(3) Tim pengelola LHKPN sehagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
berkedudukan pada Badan Kepcgawaian Dacrah dan PSDM Kabupatc 
Kaur. 

: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur 
: Asisten Bidang Administrasi Umum 
Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur 

a. Ketua 
b. Wakil ketua 

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari: 

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk TIM pengelola 
LHKPN. 

BABIV 

TOI PBIIGBLOLA LAPORAII BARTA KEKAYAAII PB1'YELEIIOGARA 
IIBOARA DAii LAPORAII BARTA KEKAYAAII APARATUR 8IPIL 1'BOARA 

Pual6 

LHKPN sebagalmnna dlrnaksud dalarn pasal 3 aynt (1) d1 mpaikan ee ra 
periode perubahan jabatan dan periode bcrkala · 

l. Saal menynmpaikan LHKPN berdasarkan penodc perubahan jabatan 
a. penyampruan LHKPN Pada saat pertama menjabat atau pensrun; 
b. batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

menjabat atau pensiun. 
2. Saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode berkala : 

a. penyampaian LHKPN setiap satu tahun sekali, 
b. batas waktu penyampaian paling lambat 31 Maret Tahun 

berikutnya. 
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a. monitor kepatuhan pcnyampaian LHKP.N olch V."IUlD 1apo: 
b. bcrkoordinasi dengan KPK tc:rkait d~ LHKPf,i 

Kcmcntcrian Pcndayagunaan Aparamr cga:ra dan 
Birokrasi tcrkait dcngan LHKPN; 

c, berkoordinasi dengan Badan Kcpega:waian ~ 
Pcngcmbangan Sumbcr Daya ManUBla rlaJam rang1m ~laf:::smlil2~ 
tugas scbagaimana dimaksud pada huruf a 

d. mclakukan vcrifikasi atas kewaJaran LHK?N yang OIPiooeura:r: 
kcpada Bupati; 

c. mclakukan vcrifikasi kepada :we.jib 
dilakukan scbagaimana pada huruf 
kctidakwajaran; 

f. mclakukan pcmcriksaan dcngan nuuan tcm:nnJ J1m 
scbagaimana pada huruf d uga mengmn1kasvrar: 
kctidakwajaran; 

g. mcnyampailcan laporan pada sena,p .akhr mnm: 
pclaksanaan tugas scbegaJIDBDe drmekmlrl tJBOE. m 
dcngan c di atas kcpada Bupan denge:n 
kcpada Mcntcri Pcmbcrdayaan Apannm 
Bcrokrasi; 

(4) Kcpala OPD/Urut Kcrjaflnstansi mclekukar 
pcngawasan atas pc)aksenaan ~oleen ~ 
kcrjanya masmg- masmg 

11 Bupati Melalrukan Pcmbinaan dan pengawasan y.:w:aa:ca.:o:.. 
LHKP dihngkungan Pcmcrintah Kabupatcn !Kaur 

(2) Pcmbinaan dan pengawasan sccara tckni dan 
dilaksanakan olch Pcjabat Pengawas Internal ie 

Kabupatcn Kaur. 
(3) Pcmbmaan dan pengawasan scbagairnena dimaksud av !2 ~ 

PAS.AL 7 

BAIIV 
PDIBIIIAAJI DAii PICJIGAWA&&II 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pcraturan Bupati Kaur Nomor 
15 Tahun 2019 ten tang Laporan Harta Kekayaan Pcnyclcnggara Negara dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupat.cn 

Kaur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pual 11 

BABX 
KBTBRTUAB PBRUTUP 

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang Wajib Mclaporkan 
LHKPN dan sedang mcnduduki jabatan tapi belum dan a.kan scgera 
menyampaikan formulir LHKPN wajib mcngisi formulir c-filling LHKPN dan 
diserahkan Kepada Admin lnstansi. 

Pual 10 

BAB VIII 
KETBIITUAII LADI-LADI 

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pengelola LHKPN 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Kaur. 

Pual9 

BABW 
PEIIBIAYAAII 

(1) Pcnyelenggara Negara den Aparatur Sipil Negara yang lerlambet 
dan/atau tidak melaporkan LHKPN dikenakan Sanksi Adrnlnlstraei. 

(2) Aparatur Pcngawas Internal Pernerintah (APIP) yang mcmbocorkan 
lnfonnasi tentang Harta Kckayaan Pejabat Penyelcnggara Negara dan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi Administrasi. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
berupa Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pcraturan 
Pcrundang-undangan. 

Pau.18 

BABVI 
8AIIIUII 
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DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR: 1307 

2024 
Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal, ~ .:Ja noar-' 

SEKRETARIS DAERAII 
KABUPATEN KAUR, 

LJSMIDIAltTO Xtpala Ba.gian Hukum 

, .... ' ... • • ... I!.•"" I~' b "'" 

Asisttn 

Ditetapknn di Bintuhon 
pada tanggol, J1. .:j,r1U<1r/ 2024 

:UPATI KAU~~ 

JABATAN 

Pa .. 11:3 

Pcrnturan Bupati inl mului berloku pndn tanggnl dlundnngknn. 

Agar sctinp orang mengctahuinyo, mcmcrlntohkon pcngundungun pcroturun 
Bupoti ini dengan pcncmpotonnya dolum Bcrita Docruh Kobupotcn Kour. 

.: 
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